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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang menguji undang-undang
terhadap UUD 1945. MK berperan sebagai guardian of the constitution (pengawal
konstitusi) untuk menjamin konstitusi ditegakkan sebagaimana mestinya yang
dapat menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan berkualitas. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dinamika pembentukan
badan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah berlakunya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dilihat berdasarkan teori
kepastian hukum dan bagaimana perspektif maslahah terkait peniadaan badan
peradilan khusus pemilu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan data kepustakaan atau
disebut dengan library research dengan metode penelitian hukum normatif dan
bersifat deskriptif-analitis yang memfokuskan penelitian pada peraturan tertulis.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan
pendekatan perundang-undangan yang fokus pada menganalisis aspek hukum
maupun peraturan yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu. Pengumpulan
data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis,
seperti buku hukum, jurnal maupun artikel serta dokumen resmi yang berkaitan
dengan peradilan khusus pemilu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menciptakan kepastian hukum yang semula abu-
abu terkait pembentukan peradilan khusus pemilu yang tidak pernah dibentuk
setelah diundangkannya Pasal 157 UU pilkada. Namun jika di kemudian hari terjadi
kompleksitas dan fragmentasi wewenang MK keberadaan peradilan khusus pemilu
menjadi penting. Berdasarkan maslahah penyelesaian perselisihan hasil pilkada
yang dilimpahkan ke MK secara permanen termasuk dalam kategori maslahah
hajiyyah. Jika pelimpahan kewenangan tersebut memberatkan MK dengan
banyaknya beban kerja MK, mulai dari pengujian UU, memutus sengketa pemilu,
pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa antar lembaga negara hingga
memberikan putusan atas dugaan tindak pidana oleh presiden atau wakil presiden
maka pembentukan peradilan khusus pemilu berada dalam kategori maslahah
daruriyyah.

Kata Kunci: Dinamika Pembentukan, Peradilan Khusus Pemilu, Putusan MK
Nomor 85/PUU-XX/2022, Kepastian Hukum dan Maslahah.
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ABSTRACT

The Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945
Constitustion. The Constitution Court acts as a guardian of the constitution to
ensure that the constitution is upheld properly, creating legal certainly, benefit and
quality. This study aims to answer the question of how the dynamics of the
formation of a special election judicial body before and after the enactment of
Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 are viewed based on the
theory of legal certainty and how the prespective of maslahah is related to the
elimination of the special election judicial body in the ruling Constitutional Court
Decision Number 85/PUU-XX/2022.

This study utilizes library data also known as library research using
normative legal research methods and a descriptive-analytical approach focusing
on written regulations. The approach employed in this study is normative juridical
and statutory focusing on analyzing legal aspects and regulations related to special
election courts. Data collection was conducted through the collection and analysis
of various written sources, such as law books, journals, articles and official
documents related to special election courts.

The research concludes that Constitutional Court Decision Number
85/PUU-XX/2022 has created legal certainty which was previously unclear
regarding the establishment of a special election court which was never established
after the enactment of Article 157 of the Regional Election Law. However if
complexity and fragmentation of the Constitutional Court’s authority arise in the
future the existence of a special election court becomes crucial. Based on the
maslahah for resolving disputes over regional election results that are permanently
delegated to the Constitutional Court it falls under the category of maslahah
hajiyyah. If the delegation of authority burdens the Constitutional Court with its
numerous workloads, ranging from testing laws, deciding on election disputes,
dissolving political parties, resolving disputes between state institutions to issuing
decisions on alleged criminal acts by the president or vice president then the
establishment of a special election court falls under the category of maslahah
dariiriyyah.

Keywords: Formation Dynamics, Special Electoral Court, Constitutional Court
Decision Number 85/PUU-XX/2022, Legal Certainty and Maslahah.
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Qs. Al-Insyirah: 6)

“Ilmu jangan jadi objek hapalan, ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan
persoalan.” (Nazwa Shihab)

“Aku membahayakan nyawa Ibuku untuk terlahir ke dunia ini dan membuat Ayahku
bekerja keras demi masa depan dan pendidikan, mana mungkin aku tidak berarti.”
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I.  Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

<@ Ba’ B be

S Ta’ \J te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D de

3 74l Z zet (dengan titik di atas)
0 Ra’ R er

J Zai Y4 zet

o Sin S es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)
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L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge

- F& F ef

a Qaf Q qi

B Kaf K ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

8] Niin N ‘en

3 Waw w we

> Ha’ H ha

3 Hamzah i Apostrof

¢ Ya’ 2 4 ye

I1. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

& ditulis Hikmah
ide ditulis ‘illah
I1l. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h
3l ditulis al-Ma’idah
da3lu ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

ditulis

Karamah al-auliya’




c. Bila ta’ marburah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

Lhill 8183 ditulis Zakah al-fitri
1IV. Vokal Pendek
: a
. ditulis
Jzd Fa’ala
- i
. ditulis )
08 Zukira
: u
L. ditulis
AL Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
pH ditulis Fala
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
ol ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jpal ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis i
J3kal ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
S5 ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
353 ditulis ad-Daulah

VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
?-‘-’” ditulis a’antum
chel ditulis a’iddat
oK Gl ditulis la’in syakartum
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VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I1”
Ol ditulis Al-Quran
Ol ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.
L) ditulis as-Sama’
Ol ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
a3 (55 ditulis Zawi al-furid
Az Gal ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
Sl a8 It aill olas; 4
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
XI.  Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
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sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah
memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan hidayah-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “DINAMIKA
PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILU SEBELUM DAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022.” Shalawat
beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada cahaya bagi seluruh alam,
baginda Nabi besar Muhammad Saw yang diharapkan syafa'amya di yaumil
qiyamah.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk
mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu
pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa
dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan
bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat dengan
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1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peradilan khusus pemilu dilatarbelakangi oleh ditetapkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa
perselisihan hasil pilkada seharusnya tidak ditangani oleh MK karena perbedaan
rezim antara pemilu dan pilkada.! Sehingga pembentuk UU berencana membentuk
peradilan khusus pemilu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau
disebut juga dengan UU pilkada.?

Kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada pada awalnya
diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebelum dibentuknya MK sebagai
lembaga baru yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu tahun 2004. Pada
tahun 2007 pemilu dan pilkada dinyatakan sebagai rezim yang sama dengan dasar
hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan

Umum. Sehingga kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan

! Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-X1/2013,
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang 1694 97%20PUU%202013-
UU_Pemda%?20dan%20UU_kekuasaankehakiman-telahucap19Mei2014%20--%20header-
%20wmActionWiz.pdf, hlm., 55, diunduh 18 September 2025.

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157

ayat (1).



kepada MK. Setelah menangani perselisihan hasil pilkada MK membaca bahwa
dalam UUD 1945 pemilihan dibedakan menjadi dua jenis atau pembedaan rezim
pemilihan.?

Hal tersebut ditindaklanjuti oleh presiden dengan membentuk Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang ditetapkan
menjadi UU melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyerahkan kewenangan menyelesaikan
perselisihan hasil pilkada kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk MA.* Sejak
peralihan tersebut peran mengadili perselisihan hasil pilkada belum pernah
dilaksanakan oleh lembaga peradilan lain selain MA dan MK.

Berdasarkan UU pilkada badan peradilan khusus direncanakan dibentuk
sebelum pelaksanaan pemilihan serentak, namun fakta hukum menunjukkan bahwa
MK tetap menjalankan perannya untuk mengadili sengketa hasil pilkada dengan

sifat sementara.®

Peradilan khusus pemilu tidak kunjung terbentuk sampai
dimulainya pemilihan serentak yang akhirnya UU pilkada yang mengamanatkan

pembentukannya dijudicial review ke hadapan MK dengan hasil Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. MK menegaskan bahwa

8 Mahkamah  Konstitusi ~ Republik  Indonesia, Putusan  Nomor  85/PUU-
XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700 1664446653.p
df, him., 35, diunduh 16 Maret 2025.

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Pasal 159 ayat (1).

% Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 157
ayat (2) dan (3).



wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilihan baik pada tingkat nasional
maupun daerah, yaitu pemilu dan pilkada secara konstitusional tetap menjadi
tanggung jawab MK. MK melalui putusannya menyatakan bahwa pendirian
peradilan khusus pemilu bertentangan dengan UUD 1945.°

MK tidak lagi membedakan pemilu dan pilkada dalam putusan tersebut
karena keduanya berpegang pada prinsip dan penyelenggara yang sama. Menurut
perspektif MK menyatukan kedua rezim pemilihan lebih efisien dalam hal sumber
daya dan pembiayaan dibanding harus membentuk lembaga baru.” Namun terdapat
pihak-pihak yang mendukung pembentukan peradilan khusus pemilu dengan alasan
bahwa MK menghadapi banyak kendala dalam menangani perselisihan pemilu
yang mengakibatkan banyak sengketa belum terselesaikan dengan baik.® Hal ini
memicu kritik dari berbagai pihak termasuk akademisi dan aktivis pemilu yang
menilai bahwa sistem peradilan saat ini belum cukup efektif dalam menjamin
keadilan elektoral.

Pandangan lain juga menyatakan bahwa keputusan MK telah mencerminkan

kehati-hatian dalam menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat

® Mahkamah  Konstitusi ~ Republik  Indonesia, Putusan  Nomor  85/PUU-
XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700 1664446653.p
df, him., 44, diunduh 16 Maret 2025.

"Mahkamah  Konstitusi ~ Republik  Indonesia, Putusan  Nomor  85/PUU-
XX/2022, https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8700 1664446653.p
df, him., 39, diunduh 16 Maret 2025.

8 Stephanie Priscilla Darmawan, dkk., “Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Demi
Memperkuat Legitimasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” Jurnal Riview
Pendidikan dan Pengajaran 7, no. 2 (2024), hlm., 5013, https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565.



supremasi hukum dalam sistem peradilan yang ada.® Beberapa penelitian menyoroti
bahwa penyelesaian hukum pemilu saat ini tidak berjalan secara efektif, seperti
potensi intervensi politik atau tumpang tindih putusan karena banyaknya lembaga
yang terlibat dalam menangani perkara pemilu serta belum optimalnya
independensi hakim dalam penanganan hukum pemilu.'

Misalnya kasus Akil Mochtar mantan ketua MK yang telah melakukan
tindak pidana pencucian uang dan menerima hadiah terkait pengurusan sengketa
pemilihan kepada daerah, diantaranya sengketa pilkada kabupaten Gunung Mas,
kabupaten Lebak, kabupaten Empat Lawang, kabupaten Lampung Selatan,
kabupaten Buton, kabupaten Pulau Morotai, kabupaten Tapanuli Tengah,
Kabupaten Merauke, kabupaten Asmat, kabupaten Boven Digoel, kota Palembang,
provinsi Jawa Timur, dan provinsi Banten,.!!

Penelitian lain menunjukkan bahwa di beberapa negara, seperti Brazil dan
Meksiko menempatkan badan peradilan khusus pemilu umumnya berada dalam
lingkup yurisdiksi peradilan umum karena berkaitan dengan penanganan perkara
pidana dan administrasi pemilu secara spesifik.!? Pada prinsipnya pembentukan

peradilan khusus sama dengan pembentukan komisi negara independen yang

® Bagus Hermanto dan Nyoman Mas Aryani, “Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia
dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 4 (2023),
hlm., 409, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/3943.

10 Yanita Kusuma, “Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan
Keadilan di Indonesia,” Disertasi doktor Universitas Jambi (2024), hlm., 13.

1 «Akil Mochtar Dituntut Seumur Hidup”, https://www.hukumonline.com/berita/a/akil-
mochtar-dituntut-seumur-hidup-1t539f0aee99af4/, akses 28 Januari 2026.

12 Bisariyadi, dkk., “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa
Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional,” Jurnal Konstitusi 9, no. 3 (2012), hlm., 555.



didorong oleh faktor kebutuhan yang mendesak.!® Penelitian lain juga
menunjukkan bahwa tantangan utama dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia
adalah independensi hakim serta efektivitas penanganan perkara dalam waktu yang
terbatas. '

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum, regulasi dan
putusan yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu serta implikasi yuridis dari
keputusan MK tersebut. Tujuan utama penelitian ini untuk membedah dinamika
pembentukan badan peradilan khusus pemilu dalam fase sebelum maupun sesudah
ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan analisis terhadap putusan MK,
peraturan perundang-undangan terkait serta studi literatur dari berbagai artikel
maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan peradilan khusus pemilu.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, penelitian ini berupaya untuk
memberikan kontribusi akademik sebagai respons atas putusan MK tersebut.
Hipotesis penelitian ini menyimpulkan bahwa ketetapan MK untuk tidak
membentuk peradilan khusus pemilu berperan penting dalam menciptakan
kepastian hukum. Unsur kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis

mendalam terhadap pembentukan peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah

13 Lugman Wahyudi, Sunardi, dan Moh. Muhibbin, “Urgensi Pembentukan Badan
Peradilan Khusus Penyelasaian Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam
Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024,” Jurnal Negara dan Keadilan 12, no. 1 (2023), hlm., 93.

14 Sulistyowati, dkk., “Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan
Umum Kepala Daerah di Indonesia,” UNES LAW REVIEW 6, no. 4 (2024), hlm., 11162,
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berdasarkan teori
kepastian hukum dan perspektif maslahah.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu sebelum dan
sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 dilihat berdasarkan teori kepastian hukum?

2. Bagaimana perspektif maslahah terkait peniadaan peradilan khusus
pemilu dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Kejelasan arah dan sasaran merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaan suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
Tujuan kajian ilmiah ini untuk mengkritisi, mengevaluasi dan

menganalisis secara sistematis mengenai dinamika pembentukan badan

peradilan khusus pemilu sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berdasarkan teori kepastian

hukum dan perspektif maslahah terhadap pembatalan pembentukan badan

peradilan khusus pemilu.

2. Kegunaan Penelitian
a. Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi berupa

pemikiran dan memperkaya literatur terhadap kajian hukum, pemilu



dan peradilan. Memberikan analisis mendalam mengenai dinamika
pembentukan peradilan khusus pemilu dalam kerangka penguatan
sistem peradilan, khususnya mengenai pembentukan badan peradilan
khusus pemilu sebelum dan sesudah hadirnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta
pengetahuan secara ilmiah mengenai dinamika pendirian peradilan
khusus pemilu sebelum dan sesudah ditetapkannya Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  85/PUU-XX/2022  dengan
mengaitkannya pada teori kepastian hukum dan maslahah.

c. Menjadi rujukan maupun referensi bagi akademisi untuk penelitian
selanjutnya atau bagi peneliti yang nantinya akan meneliti objek yang
sama.

d. Sebagai media informasi yang menjadi landasan akademis untuk
mengedukasi masyarakat luas dan sebagai referensi akademik yang
menyajikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah, praktisi hukum
dan pembuat kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pembentukan badan peradilan khusus pemilu telah banyak
dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai metode. Penelitian-penelitian
sebelumnya tentunya memiliki perbedaan antara satu sama lain baik dari metode
maupun teori yang digunakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti terdiri

dari tesis, disertasi maupun artikel dan jurnal.



Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dimas Bima Setiyawan pada tahun
2021 dengan judul Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif
Siyasah Qada iyyah termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan peraturan perundang-undangan. Teori negara hukum, politik
hukum, kecepatan hukum dan teori hukum Islam, yaitu siyasah dustiriyyah yang
mencakup siyasah qada ‘iyyah digunakan dalam membahas penelitian tersebut.

Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan badan peradilan khusus
sangat dibutuhkan dan dalam peradilan Islam badan ini termasuk dalam wilayah
khusimat karena memuat persidangan dan peradilan sengketa. Sedangkan dalam
segi permasalahannya relevan dengan mazalim karena kecurangan para calon
dijadikan sebagai tolak ukur. Hukum acara peradilan dan kedudukan hakim
didasarkan pada pandangan Al-Mawardi bahwa untuk menyelesaikan sengketa
hasil pemilihan berdasarkan bentuk peradilan yang bersifat khusus haruslah seorang
hakim khusus juga yang menyelesaikannya.®®

Tesis yang ditulis oleh Agus Widjajanto pada tahun 2023 dengan judul
Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa
Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil. Tesis ini menggunakan
pendekatan konseptual, perundang-undangan, pendekatan kasus serta perbandingan
yang termasuk dalam jenis penelitian doktrinal (normatif). Temuan penelitian ini
mengonfirmasi bahwa dalam penyelesaian sengketa pemilu harus dibentuk

pengadilan khusus. Perselisihan hasil pemilihan tidak lagi diadili oleh MK dan

1 Dimas Bima Setiyawan, “Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif
Siyasah Qadaiyyah,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).



posisi Bawaslu hanya sebagai lembaga pengawas karena dengan adanya pengadilan
pemilu sengketa pemilu dapat diselesaikan secara terintegrasi.'®

Disertasi  berjudul Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu:
Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia yang ditulis oleh
Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru pada tahun 2022. Kajian ini memfokuskan
pada upaya pembentukan peradilan khusus sebagai konsep ideal dalam
penyelesaian sengketa pemilu. Kajian ini mengadopsi kerangka penelitian hukum
normatif yang menggunakan berbagai instrumen analisis, mencakup pendekatan
konseptual dan perundang-undangan, pendekatan sejarah, perbandingan serta
pendekatan kasus.

Hasil penelitian menyatakan bahwa selama ini penyelesaian sengketa
pemilu belum stabil dan gagal memberikan keadilan dalam penyelenggaraan
penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi sebagai dua institusi kekuasaan kehakiman silih berganti menjadi tempat
penyelesaian sengketa hasil pilkada dengan prosedur beracara dan karakter berbeda
yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberi rasa keadilan.!’

Penelitian dengan metode yang sama juga dilakukan oleh Yanita Kusuma
pada tahun 2024 dengan judul Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum

dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia. Fokus utama kajian ini untuk

18 Agus Widjajanto, “Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian
Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil,” 7esis Universitas Kristen
Indonesia Jakarta (2023).

17 Rayendra Erwin Meoslimin Singajuru, “Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu:
Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia,” Disertasi doktor Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta (2022).
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mengidentifikasi serta mengkaji secara mendalam urgensi pembentukan badan
peradilan khusus sebagai kebutuhan mendesak dalam penyelesaian sengketa hasil
pemilu. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu
dilakukan oleh beberapa lembaga yang diberi kewenangan menyelesaikan sengketa
berdasarkan jenis sengketa yang terjadi.

Urgensi pembentukan badan peradilan khusus pemilu dilakukan karena
adanya kelemahan dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu, PTUN, pengadilan
negeri dan MK. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan dalam kasus-kasus
pemilu dan konsep peradilan pemilu dalam mewujudkan keadilan dilandaskan pada
landasan filosofis pelaksanaan prinsip negara hukum melalui badan peradilan
khusus.!®

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Rois dan Ratna Herawati pada tahun
2018 yang berjudul Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka
Mewujudkan Integritas Pemilu. Artikel in1 menelaah pentingnya peradilan khusus
pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Pendekatan hukum normatif
digunakan dalam penelitian tersebut dengan argumen bahwa tanggung jawab
penyelesaian sengketa hasil pemilihan harus diberikan kepada peradilan khusus
pemilu.

Hasil analisis kajian ini menegaskan bahwa pendirian peradilan khusus
pemilu sangat dibutuhkan untuk menangani perkara hukum kepemiluan dengan

cepat yang beroperasi di tingkat nasional dan daerah. Pedoman beracara peradilan

18 Yanita Kusuma, “Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum dalam Mewujudkan
Keadilan di Indonesia,” Disertasi doktor Universitas Jambi (2024).
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khusus pemilu merujuk para Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Mahkamah
Agung .t

Melalui penelitian berjudul Lembaga Penyelesaian Sengketa yang Ideal di
Indonesia pada tahun 2020. R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugraha Sutrisno Putra
dan Anwar Noris menerapkan metode penelitian hukum (legal research) guna
menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum serta bagi pembaharuan sistem
hukum di Indonesia. Kajian tersebut menemukan adanya tumpang tindih fungsi MK
karena tugas utamanya adalah sebagai penguji konstitusionalitas UU.

Sehingga penelitian tersebut mengusulkan pendirian badan peradilan
khusus pemilu untuk menggantikan MK.?° Penelitian serupa juga dilakukan oleh
Muhammad Haris Zulkarnain dengan hasil penelitian bahwa penguatan sistem
keadilan pemilu yang efektif memerlukan kehadiran badan peradilan khusus pemilu
sebagai peradilan spesifik yang mampu menangani perkara pemilu secara fokus dan
cepat.?!

Penelitian yang mirip dengan penelitian sebelumnya adalah artikel yang
ditulis oleh L. M. Ricard Zeldi Putra dan La Ode Muhram. Fokus utama kajian

tersebut menekankan pembentukan sebuah badan peradilan pemilu sebagai langkah

19 Iwan Rois dan Ratna Herawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam
Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu,” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 2 (2018), him.,
267, https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.102.p10.

2 R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugraha Sutrisno Putra dan Anwar Noris, “Lembaga
Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia,” Diversi: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2020),
hlm., 73, https://doi.org/10.32503/diversi.v6il.793.

2l Muhammad Haris Zulkarnain, “Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan
Umum dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System,” Progressive Law and Society (PLS)
1, no. 1 (2023), hlm., 27, https://doi.org/10.14710/pls.20869.
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untuk menjamin terciptanya institusi yang memiliki kedaulatan penuh tanpa
terpengaruh oleh kekuasaan lain. Melalui kerangka penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif kualitatif dengan instrumen analisis melalui pendekatan teori
hukum, perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian tersebut
menegaskan bahwa pendirian peradilan khusus pemilu dibutuhkan untuk
menyelesaikan permasalahan pemilu dengan cepat dalam waktu yang terbatas dan
bersifat sebagai lembaga mandiri bernaung di bawah Mahkamah Agung.??

Penelitian oleh Hana Maria Wiyanto dengan judul Peradilan Khusus dalam
Sistem Peradilan di Indonesia mengemukakan bahwa keberadaan peradilan khusus
pemilu dibentuk untuk menanggulangi hal-hal khusus dengan maksud untuk
meningkatkan kualitas peradilan. Kajian tersebut dioperasikan melalui penggunaan
metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan berbasis perundang-
undangan, prinsip-prinsip  serta  sistematika hukum. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa maksud dibentuknya peradilan khusus merupakan salah
satu upaya untuk memberi jaminan yang lebih baik terhadap keadilan dalam
masyarakat yang akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang
berkualitas.?

Penelitian oleh Suparto, dkk., bertujuan untuk mengevalusi pembentukan
peradilan khusus sebagai kebutuhan mendesak untuk menangani sengketa

pemilihan sebagai solusi dalam mencegah sengketa hasil pilkada yang menambah

22 L. M. Ricard Zeldi Putra dan La Ode Muhram, “Legal Analysis of the Establishment of
a Special Electoral Court as an Independent State Institution,” Jurnal Hukum Volkgeist 6, no. 1
(2021), hlm., 82, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6il.1606.

23 Hana Maria Wiyanto, “Peradilan Khusus didalam Sistem Peradilan di Indonesia,” Jurnal
Hukum Progresif 10, no. 1 (2022), hlm., 84, https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.



13

beban kerja Mahkamah Konstitusi. Secara metodeologis isu tersebut dibahas
dengan menerapkan telaah hukum normatif yang menggabungkan analisis regulasi
perundang-undangan dengan kerangka hukum perbandingan sebagai pendekatan
utama. Hasil penelitian menemukan bahwa peradilan khusus pemilu yang bersifat
terpisah relevan dengan perkembangan hukum dalam penyelenggaraan pemilu
serentak. Kehadirannya bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan
pemilu pada periode mendatang.?*

Penelitian berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari
Teori Kedaulatan oleh Yusuf Apriyanto Bantu. Teori kedaulatan hukum menjadi
instrumen analisis dalam mengkaji secara normatif terkait urgensi pembentukan
peradilan khusus pemilu. Melalui pendekatan tersebut artikel ini menyoroti
kekhawatiran mengenai kemampuan penegakan hukum dalam menangani sengketa
hasil pemilihan yang rumit dengan banyaknya beban kerja MK.?

Metode penelitian yang sama juga dilakukan oleh Abd. Muni pada tahun
2022 dengan judul Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan
Penegakan Hukum Pemilu Berkeadilan di Indonesia. Artikel ini membahas tentang
dua kewenangan Bawaslu ditinjau dari perspektif ius constituendum. Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Bawaslu yang mencakup

24 Suparto, dkk., “Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future
Challenges,” Journal of Indonesian Legal Studies 8, no. 2 (2023), hlm., 507,
https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316.

2 Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim dan Abdul Hamid Tome, “Analisis Putusan MK
No. 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau dari Teori
Kedaulatan Hukum,” Jembatan Hukum: Kajian llmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 1, no.
1 (2024), hlm., 51, https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95.
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pengawasan dan penyelesaian perkara tidak berjalan optimal dan tidak sesuai
dengan asas hukum dan asas penyelenggaraan pemilu.?®

Berdasarkan kajian literatur dan telaah terhadap penelitian-penelitian
sebelumnya terdapat persamaan dengan pokok pembahasan yang sedang dilakukan
oleh peneliti. Persamaan tersebut terletak pada pemilihan objek penelitian yang
mengangkat isu tentang gagasan pendirian badan peradilan khusus pemilu di
Indonesia. Namun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
analisis dinamika perkembangan keberadaan badan peradilan khusus pemilu
sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022. Isu hukum ini dikaji melalui pendekatan teori hukum Islam dan hukum
positif, yaitu maslahah dan kepastian hukum.

Putusan MK menegaskan bahwa peradilan khusus pemilu tidak perlu
dibentuk dan seluruh penyelesaian sengketa hasil pemilihan baik pemilu maupun
pilkada diserahkan kepada MK. Keputusan ini memang memberikan kepastian
hukum yang semula abu-abu terhadap pembentukan peradilan khusus pemilu yang
sebenarnya merupakan amanat dari UU pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, tetapi tidak pernah dibentuk. Namun muncul kekhawatiran baru
mengenai efektivitas penyelesaian sengketa terutama dalam hal beban kerja MK
yang tinggi karena jumlah perkara yang diajukan kepada MK setiap tahunnya terus

meningkat.

% Abd. Muni, “Desain Lembaga Peradilan Khusus dalam Mewujudkan Penegakan Hukum
Pemilu Berkeadilan di Indonesia,” As-Sahifah: Journal of Constitutional Law and Governance 2,
no. 2 (2022), hlm., 202, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum berfungsi untuk menghormati hak-hak hukum yang lahir
dari suatu keputusan sekaligus memastikan kestabilan hukum yang menjamin
bahwa suatu keputusan tidak bisa diubah secara sewenang-wenang.?’ Gustav
Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum
mensyaratkan setiap produk hukum yang dihasilkan harus mampu memberikan
kejelasan.?® Kepastian hukum sering dikaitkan dengan pemahaman positivisme
hukum yang memandang teks undang-undang sebagai sumber hukum satu-
satunya. Dalam kerangka ini peradilan diartikan sebagai wadah untuk
mengimplementasikan norma-norma tertulis terhadap peristiwa hukum yang
terjadi.?®
Kepastian hukum menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten
dan jelas. Teori ini menekankan pentingnya kepastian dan transparansi hukum
untuk menciptakan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian
hukum berarti bahwa hukum harus dapat diterapkan secara konsisten. Teori ini
relevan dengan konteks pembentukan peradilan khusus pemilu dan membantu

menganalisis implikasi atau dampak putusan MK tersebut apakah

2" La Ode Muhram, dkk., Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: CV. Media Sains
Indonesia, 2022), hlm., 89.

2 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai
Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019), hlm., 13,
https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317.

29 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019), hlm., 141.
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mempengaruhi stabilitas, kejelasan dan konsistensi hukum pemilu. Beberapa
aspek utama teori kepastian hukum yang relevan antara lain:
a. Kepastian dalam regulasi
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap produk hukum dan tatanan
perundang-undangan harus dirumuskan dengan jelas serta tidak ambigu.*
Setiap aturan yang berlaku harus jelas dan mudah dipahami oleh
masyarakat dan tidak boleh multitafsir atau berubah-ubah agar masyarakat
serta penyelenggara pemilu dapat mengetahui dengan pasti bagaimana
sengketa pemilu akan diselesaikan.
b. Kepastian dalam penegakan hukum
Kepastian hukum mengandung tujuan yang hendak dicapai dan cara
untuk mencapainya.®* Dengan kata lain kepastian hukum mensyaratkan
adanya kesesuaian antara kebijakan hukum dengan pelaksanaannya.
Hukum harus ditegakkan secara adil, konsisten dan tidak diskriminatif
serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus memberikan
jaminan keadilan bagi seluruh peserta pemilu.
c. Kepastian dalam lembaga peradilan
Kepastian hukum menghindari terjadinya saling tumpah tindih
regulasi antara peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh suatu

lembaga dengan lembaga lainnya.*? Kelembagaan hukum harus memiliki

30 Muh. Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum (Semarang: Yoga Pratama, 2024), him., 47.
81 Ibid., him., 46.
% Ibid., him., 50.
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kewenangan yang jelas schingga tidak ada tumpang tindih atau
ketidakjelasan dalam menangani sengketa pemilu. Lembaga peradilan
harus independen dan bebas dari intervensi politik agar putusan bersifat
objektif dan berlandaskan hukum.

Penelitian ini akan menganalisis putusan MK apakah memberikan
kejelasan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Apakah
menciptakan stabilitas hukum dalam penyelesaian sengketa atau menimbulkan
ketidakpastian dan untuk melihat apakah sistem peradilan pemilu saat ini sudah
cukup memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun masyarakat.

Jika sistem yang ada memang sudah efektif maka putusan MK tersebut
memperkuat kepastian hukum. Namun sebaliknya jika sistem penyelesaian
sengketa pemilu masih bermasalah maka putusan MK dapat mengurangi
kepastian hukum. Sehingga teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi
apakah keputusan MK benar-benar memberikan kepastian hukum atau
sebaliknya, yaitu memperpanjang ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
sengketa pemilu.

2. Teori Maslahah

Maslahah selalu menjadi pijakan dalam setiap penetapan hukum dan
merupakan jiwa dari hukum itu sendiri. Dalam upaya mewujudkan tujuan
syari‘at Islam kemaslahatan menjadi kekuatan hukum Islam yang mampu

menjawab setiap persoalan yang muncul selaras dengan perkembangan dan
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perubahan zaman.** Imam Al-Gazali mendefenisikan maslahah dengan
menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan dengan menjaga dan
memelihara tujuan syariat Islam.3* Maslahah berorientasi untuk mewujudkan
kemaslahatan sekaligus berfungsi untuk mencegah segala bentuk kerusakan
atau kemudaratan terhadap suatu peristiwa ataupun masalah yang terjadi.
Para pakar teori hukum Islam membagi maslahah menjadi tiga macam,
yaitu:®®
a. Al-Maslahah Al-Dariiriyyah
Disebut juga dengan kemaslahatan primer yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tujuan
syart at Islam, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz
an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl) dan harta (hifz al-
mal). Misalnya pelaksanaan pemilu yang dapat dikategorikan sebagai
kebutuhan primer masyarakat dalam hal memilih dan menentukan seorang
pemimpin.
Pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan tujuan syari'at Islam
khususnya dalam hal memelihara jiwa karena pemilu dapat menciptakan
sarana yang damai dalam pemilihan dan penetapan pemimpin. Menjamin

berlangsungnya sistem pemerintahan yang sah dan sistematis serta

33 Muhammad Taufiq, A/I-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka
Egaliter, 2022), him., 4.

34 Safriadi, Magqasid Al-Syari'ah dan Maslahah (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada,
2021), hlm., 56.

% Muhammad Taufiq, Ai-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka
Egaliter, 2022), him., 23.
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mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat perebutan kekuasaan.
Sehingga apabila terjadi sengketa pemilu yang paling penting adalah
menjaga stabilitas penegakan hukum pemilu, membangun kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dan penyelesaian yang adil
serta melindungi hak seluruh masyarakat.
b. Al-Maslahah Al-Hajiyyah

Disebut juga sebagai kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan
manusia untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan dalam
memelihara kebutuhan dasar/primer. Al-Gazali mengatakan bahwa
kemaslahatan dalam ketegori ha@jiyyah jika menyangkut kepentingan orang
banyak bisa menjadi kategori daririyyah.>®

Mengingat dalam pelaksanaan pemilu seringkali terjadi

pelanggaran dan perselisihan. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa
tersebut terdapat lembaga yang berwenang sebagai fasilitas untuk menjaga
maslahah daririyyah. Misalnya MK diberikan wewenang untuk memutus
perkara terkait hasil pemilu bertujuan untuk menjamin mekanisme
penyelesaian sengketa yang adil. Rencana pendirian peradilan khusus
pemilu apabila dibentuk sebelum ditetapkannya putusan MK yang
menolak pembentukannya dapat dikategorikan sebagai maslahah

hdjiyyah.

3 Ihid., hlm., 46.
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c. Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah

Disebut sebagai kebutuhan tersier yang dibutuhkan manusia untuk
melaksanakan suatu perkara dengan cara yang baik. Terkait dengan
sengketa pemilu yang akan diselesaikan dalam persidangan mencakup
pelayanan peradilan serta kesopanan maupun etika dalam persidangan
dengan menghormati seluruh peserta pemilu dan tidak diskriminatif.

Maslahah memberikan perspektif tambahan dalam menganalisis
dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu yaitu tentang bagaimana
teori maslahah dapat diterapkan dalam konteks hukum pemilu. Bagaimana
putusan MK dapat mencerminkan maslahah dalam mencapai kepastian
hukum dan mengevaluasi apakah pembentukan peradilan khusus
memperoleh suatu manfaat dan menolak mafsadah/kerusakan atau
sebaliknya. Maka penelitian ini akan menganalisis pembentukan peradilan
khusus apakah benar-benar diperlukan untuk berkontribusi pada
kemaslahatan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu
dalam proses pemilu atau sebaliknya.

Maslahah juga menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah
untuk memastikan adanya keadilan, kejelasan aturan serta kemaslahatan
masyarakat luas termasuk dalam sistem pemilu dan penyelesaian
sengketanya. Teori kepastian hukum dan mas/ahah memberikan kerangka
untuk menganalisis dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu.
Teori kepastian hukum membantu dalam memahami pentingnya kejelasan

dalam hukum sedangkan maslahah memberikan perspektif yang penting
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dalam konteks hukum Islam. Dengan menggabungkan teori ini penelitian

ini diharapkan dapat memberi wawasan yang mendalam tentang fenomena

yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam membedah isu hukum pembentukan peradilan khusus pemilu,
penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang menggunakan data
kepustakaan atau disebut dengan library research. Data penelitian diperoleh
dengan cara menelaah dokumen-dokumen tertulis, mulai dari buku, artikel,
jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga
sebagai penelitian hukum doktrinal dengan fokus utamanya mengkaji aturan
hukum tertulis (aw in books).®” Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk
mendalami tentang dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu.
2. Sifat Penelitian

Kajian ini bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan fenomena
hukum secara sistematis dan didukung oleh data yang akurat® yang bertujuan
untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam

pembentukan peradilan khusus pemilu. Mendeskripsikan perkembangan

8 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum
(Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm., 8.

3 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), him.,
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pendirian badan peradilan khusus pemilu dan melakukan analisis melalui
pendekatan terhadap teori kepastian hukum dan maslahah.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis aturan
hukum dan kebijakan terkait peradilan khusus pemilu digunakan dalam
penelitian ini. Penelitian ini menelaah kesesuaian antara aturan tertulis dan
penerapannya. Menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan
menganalisis regulasi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan
kasus dengan melakukan telaah terhadap isu hukum yang diteliti, yaitu tentang
ditiadakannya pembentukan peradilan khusus pemilu berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
4. Data
Mayoritas rujukan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar
merupakan data sekunder. Data tersebut terbagi ke dalam kategori bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Sumber Primer
Adapun landasan hukum utama atau bahan hukum primer penelitian
ini meliputi:
1) UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi

56.

39 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.,
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3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

6) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013

9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari buku, artikel maupun

jurnal yang membahas mengenai peradilan khusus pemilu.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur penghimpunan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan
dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu. Sumber-sumber tersebut
mencakup artikel ilmiah maupun jurnal dan buku hukum serta dokumen resmi
dari lembaga terkait, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 dan regulasi terkait lainnya.

Teknik yang diterapkan adalah riset pustaka dengan menelaah bahan
hukum primer dan sekunder melalui proses membaca serta pelacakan informasi
secara digital. Seluruh materi yang diperoleh kemudian dianalisis secara
mendalam sesuai dengan pokok pembahasan penelitian untuk menjawab
persoalan yang diangkat, yaitu mengenai dinamika pembentukan peradilan
khusus pemilu.

6. Analisis Data

Melalui studi pustaka atau library research, penelitian ini fokus pada
pengumpulan dan analisis data berdasarkan referensi tertulis, meliputi artikel
atau jurnal ilmiah, buku dan dokumen berupa peraturan yang sesuai dengan
topik pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul ditelaah menggunakan
pendekatan aturan hukum (statute approach) serta pendekatan konsep-konsep
hukum (conceptual approach) untuk menganalisis dinamika pembentukan
peradilan khusus pemilu sebagai isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan dan disusun secara

sistematis dengan tujuan agar keterkaitan antara bahan hukum yang satu



25

dengan yang lainnya dapat terlihat dengan jelas. Analisis akhir dilakukan

dengan cara mengkaji isi materi hukum atau bahan hukum yang bertujuan

untuk melihat apakah bahan hukum terdapat kekosongan norma hukum dan

kabur atau tidak jelas.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang berfungsi
untuk memudahkan pengkajian dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
Struktur pembahasan diawali dengan bab pertama yang berfungsi sebagai
pendahuluan yang menguraikan penelitian mulai dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian mengenai kerangka teori yang menjadi acuan
penelitian dan didalamnya dijelaskan secara terperinci mengenai teori kepastian
hukum, meliputi pengertian, ruang lingkup dan prinsip-prinsip yang membangun
teori tersebut. Kemudian uraian tentang maslahah terkait pengertian, macam-
macam dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam.

Bab ketiga difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022. Pembahasan diawali dengan pemaparan singkat mengenai latar
belakang yang mendasari terbitnya putusan tersebut. Bab ini juga menyoroti
tanggapan masyarakat yang memunculkan perdebatan antara pihak yang
mendukung dan keberatan atau pihak pro dan kontra terhadap isi putusan MK
tersebut serta melihat implikasi yuridis ataupun dampak hukum putusan tersebut

terhadap sistem peradilan pemilu.
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Bab keempat merupakan pokok dari penelitian yang menguraikan hasil
analisis teori terhadap permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban.
Melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-
XX/2022 menggunakan kerangka teori kepastian hukum. Kemudian untuk
melengkapi bab ini, sudut pandang hukum Islam, yaitu konsep maslahah turut
disertakan untuk menganalisis putusan MK tersebut. Bab kelima menyajikan

ringkasan hasil penelitian memuat kesimpulan dan saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dinamika pembentukan peradilan khusus pemilu tidak terlepas dari tarik
ulur tentang siapa lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa
hasil pilkada, yaitu antara MA dan MK serta penafsiran pemilu dan
pilkada. Awalnya penyelesaian sengketa hasil pilkada adalah wewenang
MA sebelum terbentuknya MK dengan penafsiran pemilu dan pilkada
adalah rezim yang sama. Namun setelah memutus sengketa hasil pilkada
MK menyadari bahwa dalam UUD 1945 pemilihan dibedakan menjadi dua
jenis yaitu pemilu dan pilkada. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2014
wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada kembali diserahkan kepada
MA.

Pembedaan rezim pemilihan tersebut sejalan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013 dengan penafsiran bahwa
pemilu dan pilkada adalah rezim yang berbeda dan berpendapat bahwa
perselisihan hasil pilkada seharusnya tidak ditangani oleh MK. Sehingga
pembentuk UU berencana membentuk peradilan khusus pemilu dengan
dasar hukum UU pilkada pasal 157. Melalui amandemen ketiga UU
pilkada wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada dikembalikan lagi
ke MK dengan sifat sementara sebagai solusi sebelum terbentuknya

peradilan khusus pemilu.
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Namun berdasarkan proses politik yang terjadi pembentuk UU lalai
dan tidak bersungguh-sungguh menindaklanjuti pembentukan peradilan
khusus pemilu ini. Akhirnya MK melakukan pengujian materiil UU
pilkada Pasal 157 sebagai amanat pembentukan peradilan khusus pemilu
melalui permohonan Perludem dengan hasil Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan kembali menafsirkan pemilu dan
pilkada sebagai rezim yang sama. Putusan ini secara resmi membatalkan
rencana pendirian peradilan khusus pemilu. Putusan MK ini merupakan
respons MK terhadap kurangnya implementasi dan tindakan nyata dari UU
pilkada Pasal 157.

Putusan MK ini menciptakan kepastian hukum dalam
menindaklanjuti kekosongan hukum yang berkepanjangan atas ketiadaan
badan peradilan khusus pemilu dan terkait wewenang MK yang menunda
tanpa batas waktu dan mengakibatkan MK terus mengemban kewenangan
sementara. Kint MK memiliki kekuasaan permanen untuk menyelesaikan
sengketa hasil pemilihan, yaitu pemilu dan pilkada. Disamping hal tersebut
MK juga akan dihadapkan pada tantangan terkait beban kerja yang tinggi
dengan tuntutan penyelesaian perkara dalam waktu terbatas untuk
memenubhi prinsip peradilan yang sederhana dan cepat dan hal ini tentunya
juga akan dapat berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan.
Berdasarkan maslahah putusan MK membatalkan ide pembentukan
peradilan khusus pemilu dan pelimpahan wewenang secara permanen

kepada MK untuk menyelesaiakan perselisihan hasil pilkada mengandung
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maslahah. Langkah tersebut diambil untuk menghindari kerusakan dengan
menutup ruang kekosongan hukum atau ketidakjelasan yang berlarut-larut
mengenai lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk
mengadili perselisihan hasil pilkada.

Peradilan khusus pemilu ditempatkan pada tingkatan maslahah
hajiyyah atau kebutuhan sekunder. Namun jika pelimpahan kewenangan
tersebut ternyata mengakibatkan fragmentasi dan kompleksitas wewenang
MK dengan banyaknya beban kerja MK, mulai dari pengujian UU,
memutus sengketa pemilu, pembubaran partai politik, penyelesaian
sengketa antar lembaga negara hingga memberikan putusan atas dugaan
tindak pidana oleh presiden atau wakil presiden dan ditambah dengan
penyelesaian sengketa hasil pilkada maka pembentukan peradilan khusus

pemilu berada dalam kategori maslahah dariiriyyah.

B. Saran

1.

Perlu adanya revisi terhadap UU MK terkait penambahan kewenangan
MK selama pemilu dan pilkada menurut hakim MK adalah dua rezim yang
sama. Terutama pada Pasal 29 ayat (1) dengan tambahan wewenang untuk
memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (gubernur, bupati dan walikota). Hal ini bertujuan agar wewenang
MK dalam menangani sengketa hasil pilkada merupakan bagian dari
kewenangan MK.

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dan berpikir jauh ke depan

untuk memposisikan kembali pembentukan peradilan khusus pemilu
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karena dikhawatirkan terjadinya kompleksitas dan fragmentasi wewenang
MK. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada beban kerja MK, termasuk
sengketa hasil pemilihan yang sangat banyak jumlahnya karena
pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia dengan geografis
wilayah yang luas. Dengan jumlah hakim MK yang hanya berjumlah 9
orang dan tuntutan untuk menyelesaian perkara dengan cepat dalam waktu
yang terbatas. Pembentukan peradilan khusus pemilu juga membutuhkan
politik hukum yang jelas, yaitu terkait mekanisme, model dan alur

penyelesaian sengketa pemilihan.
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